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[SALINAN |

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR
53 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PURWOREJO,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2013.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013,
program dan kegiatan i);:ng dibiayai dari dana
transfer u.‘z"al.ng sudah je peruntukannya, yang
belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan
dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013,
penggunaan sisa DAK, DBHCHT dan bantuan
keuangan bersifat khusus setelah APBD ditetapkan,
dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD dan ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.



Mengingat

o L

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013, pergeseran anggaran atas
persetujuan PPKD dan Sekretaris Daerah dilakukan
dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya  dianggarkan dalam  Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Reg::lik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor
14);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 2);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);

34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2012 Nomor 53);

35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 53
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53
Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 53 seri A Nomor 7), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 109.487.990.211,00
2. Dana Perimbangan Rp. 875.620.183.982,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Rp. _216.222.987.960,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.201.331.162.153,00



b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 819.010.786.000,00

b) Belanja Hibah Rp. 12.608.265.000,00
c) Belanja Bantuan
Sosial Rp.  8.695.000.000,00

d) Belanja Bagi Hasil Rp. 3.600.000.000,00
e) Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 54.533.717.460,00
f) Belanja Tidak
Terduga Rp. 11.497.969.746,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 909.945.738.206,00

2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai Rp. 40.719.734.650,00
b) Belanja Barang

dan Jasa Rp. 145.761.944.869,00
c) Belanja Modal Rp. 184.125.661.075,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 370.607.340.594,00
Jumlah Belanja Rp.1.280.553.078.800,00
Surplus /(Defisit) Rp. (79.221.916.647,00)
c. Pembiayaan :
1. Penerimaan Rp. 85.684.916.647,00
2. Pengeluaran Rp.  6.463.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 79.221.916.647,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

. Lampiran | diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Peraturan ini.

. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 13 Juni 2013

BUPATI PURWOREJO,
Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI A NOMOR 2



LAMPIRANI: PERATURAN BUPATI PURWOREJIO

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI PURWOREJO NOMOR 53

TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN

APBD KABUPATEN PURWOREIO

TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
URAIAN JUMLAH
2 3
1 PENDAPATAN 1.201.331,162.153,00
b &% | PENDAPATAN ASLI DAERAH 109.487,990.211,00
1141 Pendapatan Pajak Daerah 29,039.915.000,00
1.2 Hasil Retribusi Daerah 14.628.619.211,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.928.400.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 61.891.056.000,00
) b | DANA PERIMBANGAN 875,620.183.982,00
15233 Bagi Hasil Pajak/Bagl Hasi Bukan Pajak 28.392.484.982,00
B B 4 Dana Alokasi Umum 793.904.679.000,00
1023 Dana Alokasi Khusus 53.323.020.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 216.222.987.960,00
1:3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsl dan Pemerintah Daerah Lainnya 38.007.363.960,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 155.803.538.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Proving atau Pemenintah Daerah Lainnya 22.412.086.000,00
2 BELANJA 1.280,553.078.800,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 909,945,738,206,00
2.1.1 Belanja Pegawai 819.010.786.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 12,608.265.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.695.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagl Hasil 3.600.000.000,00
r M B 4 Belanja Bantuan Keuangan §4.533.717.460,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 11,497.969,746,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 370.607.340.5%4,00
2.2.1 Belanja Pegawai 40.719.734.650,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 145,761.944.869,00
2.2:3 Belanja Modal 184,125.661.075,00
SURPLUS / (DEFISIT) (79.221.916.647,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 85.684.916.647,00
= 9 B3 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 85.684.916.647,00
3 .157 Penerimaan Dana Bergulir 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.463.000,000,00
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000,00
1. Y B8 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.463.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 79.221.916.647,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

purworejo, 13 Juni 2013
BUPATI PORWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN




’

KODE REKENING URAIAN JUMLAR PENJELASAN
1 2 3

0720601 20015220702 Balaria sewa getung kankefempal 50000000

20720501 200152240 Balarja Sewa Perlengkapan dan Peraiatan Xantx 150.000,00
20720601 20015221003 Belarya sowa scund sysiem 135000000
20720801 200152211 Bokanja Makanan dan Miuman 3160.000.00
207208002001 5221102 Belanja makanan dan minuman rapal 31600000
20720601.200152215 Bolanjo Pesjatanan Dings 8,070.00000
207.20601.20015221801 Betanjs perjakanan dinas dafam danrsh 307000000
|07 20601 20015221502 Betanja peratanan dnas luar Gaerah 500000000
20720601 200152223 Belaa Barang Yang Akan Disteabkan Kepasa MasyarskatPihak Knlga 7855000000
207.2060120015222300 Belanja Barang Yang Akan Diseeahkan Kepade Masyarakat 78.550000,00
SURPLUS/(DEFBM)| (107204752500

Purworejo, 13 Juni 2013
BUPATI PORWOREJO

Ttd.




